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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan dalam literatur fiqih berasal dari bahasa Arab disebut 
dengan dua istilah yaitu nikah ( حكن ) dan zawaj (جاوز). Secara umum 
zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam 
agama. Menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki. Menurut 
tradisi dan menurut syara’ tujuan pernikahan untuk menghalalkan sesuatu 
tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (zawaj) yang utama 
dalam syariat Islam. Tujuan utamanya adalah memelihara regenerasi, 
memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan 
ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayang dapat disalurkan 
(Azzam & Hawwas, 2014: 36).  
Secara arti kata nikah atau zawaj berarti “bergabung” ( مض ), 
“hubungan kelamin” ( ءطو ) dan juga berarti “akad” ( دقع ). Dalam arti 
terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan  وزتلاوجي  
حاكنلا ظفلبءطولا ةحابا نمضتي دقع yang artinya: akad atau perjanjian 
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yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan 
menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja. 
Para ahli fiqih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana 
tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut: 
1. Penggunaan lafaz akad ( دقع ) untuk menjelaskan bahwa perkawinan 
itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-
pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam 
bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa 
biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan 
perempuan. 
2. Penggunaan ungkapan:   ءطولا ةحابا نمضي  (yang mengandung maksud 
membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan 
laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang 
membolehkannya secara hukum syara’. Diantara hal yang 
membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara 
keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk 
membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu. 
3. Menggunakan kata   و حاكنلا ظفلبلاجيوزت yang berarti menggunakan 
lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang 
membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu 
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mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha atau za-wa-ja, oleh karena 
dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang 
membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu 
pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga 
“perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak 
disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “tasarri” 
(Syarifuddin, 2003: 74-75). 
Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang 
dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan 
khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk 
melaksanakan nikah karena yang demikian adalah lebih utama daripada 
haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para 
imam mazhab. 
Bagi orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan 
mempunyai persiapan yang cukup maka ia dianjurkan melaksanakan 
pernikahan. Demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi’i. Hambali 
berpendapat: orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir 
berbuat zina wajib menikah. Adapun, menurut Hanafi: dalam keadaan 
apapun nikah adalah mustahab, dan menikah lebih utama daripada tidak 
menikah untuk beribadah (Muhammad, 2004; 318). 
Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang no.1 Tahun 1974 
tentang perkawinan dirumuskan sebagai berikut perkawinan adalah ikatan 
batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
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membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 
 Pengertian perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) 
terdapat dalam pasal 2 yang merumuskan sebagai berikut, perkawinan 
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
 Begitu luhur tujuan hidup bersuami istri yang dirumuskan dalam 
Undang-Undang perkawinan tersebut, tetapi tergantung kepada manusia-
manusia pendukungnya, khususnya pada suami istri, kebahagiaan keluarga 
yang bagaimana yang hendak dicapainya dalam keluarga. Apabila ternyata 
bahwa persetujuan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan karena sebab-
sebab yang cukup beralasan, haruslah ada suatu jalan keluar. 
 Perkawinan dalam istilah menurut agama Islam disebut “nikah” 
ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 
seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara 
kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak 
untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa 
sayang dan ketentraman dengan cara yang diridloi Allah SWT (Basyir, 
2010: 10). 
Nikah itu merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan. ikatan di sini bukan sembarang perjanjian seperti 
perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah 
adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki 
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dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu 
perkawinan. 
Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 
mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat 
mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. 
Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara 
perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. 
Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan 
tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Anjuran pernikahan  didasarkan 
pada QS. An Nur ayat 32 yaitu : 
 َءَارَق ُف اُونوُكَي   نِإ    ۚ    مُكِئاَمِإَو   مُِكداَبِع  ِم  ن   َيِِلِاَّصلاَو   مُك نِم   ىَمَاَي  لْ اوُحِك َنأَو 
  ميِلَع   عِساَو  ُهَّللاَو    ۚ  هِل ضَف   نِم  ُهَّللا  ُمِهِن غ ُي 
Dan kawinkanlah orang-orang sendirian (orang-orang yang 
memilik jodoh) diantara kamu, dan orang-orang yang layak 
(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba 
sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas 
(pemberiannya), lagi maha mengetahui (Q.S. An-Nur ;32). 
Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis 
menusia yang wajar dan dalam ajaran nabi, perkawinan ditradisikan 
menjadi sunah beliau. Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai dan 
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan warahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, 
agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai. 
B. Rukun dan Syarat Perkawinan 
1. Rukun perkawinan 
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Pengertian rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu 
sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin 
dilaksanakan. Pengertian rukun perkawinan adalah sesuatu yang 
berada di dalam hakekat dan merupakan bagian atau unsur yang 
mewujudkan (Syarifuddin, 2006: 59). 
Menurut madzhab Hanafi melihat perkawinan itu dari segi ikatan 
yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan 
itu,oleh karena itu yang menjaadi rukun perkawinan adalah akad nikah 
yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan. 
Sedangkan menurut madzhab Syafi’i yang dimaksud dalam rukun 
perkawinan adalah segala hal yang terwujud dalam suatu perkawinan. 
Adapun yang termasuk syarat sah perkawinan sebagian ulama 
menyatakan ada 7 (tujuh) , yaitu : 
a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan. 
b. Calon pengantin kedua-duanya sudah dewasa dan berakal. 
c. Tidak ada paksaan dari manapun. 
d. Adanya wali bagi calon perempuan. 
e. Adanya mahar dari calon mempelai laki-laki. 
f. Adanya saksi sekurang-kurangnya dua orang. 
g. Ijab dan qabul. 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada 5 (lima) 
sebagaimana terdapat dalam pasal  14, yaitu : 
1) Calon suami 
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2) Calon istri 
3) Wali nikah 
4) Dua orang saksi 
5) Ijab dan qobul 
2. Syarat Perkawinan 
Pengertian syarat pekawinan adalah sesuatu yang berada diluarnya 
dan tidak merupakan unsurnya artinya  syarat itu ada yang berkaitan 
dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dalam setiap unsur yang 
menjadi rukun dan ada pula syarat yang berdiri sendiri dalam artian 
tidak merupakan kreteria dari unsur-unsur rukun. Jadi, pengertian 
syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan 
tetapi tidak termasuk dari hakekat perkawinan itu sendiri. Kalau salah 
satu syarat dari perkawinan tersebut tidak terpenuhi maka perkawian 
itu tidak sah. Mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Undang-
Undang perkawinan diatur dalam pasal 6 dan 7 (Soemiyati, 2007: 67). 
Misalnya, calon mempelai laki-laki dan perempuan haruslah 
memenuhi syarat-syarat tertentu sehngga perkawinannya menjadi sah 
hukumnya, adapun syarat yang harus dipenuhi ialah : 
a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. 
b. Berakal sehat. 
c. Tidak karena paksaan artinya harus dasar kesukarelaan kedu belah 
pihak. 
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d. Perempuan yang hendak dikawini oleh seorang laki-laki bukan 
termasuk salah satu mcam perempuan yang haram dikawini. 
Di dalam hukum perkawinan Islam, jika perkawinan itu tersebut 
dianggap sah, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1) Syarat umum 
Perkawinan tersebut tidak dilakukan dengan orang-orang yang 
berbeda agama. 
2) Syarat khusus 
a) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan. 
b) Calon mempelai tersebut haruslah Islam. 
c) Akil baligh. 
d) Sehat jasmani dan rohani. 
Menurut hukum perkawinan Islam, syarat-syarat perkawinan Islam 
itu mengikuti rukun-rukunnya, antara lain :   
1. Bagi calon mempelai pria, syarat-syaratnya yaitu : 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
2. Bagi calon mempelai wanita, syarat-syaratnya yaitu : 
a. Beragama Islam 
b. Perempuan 
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c. Jelas orangnya 
d. Dapat dimintai persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perwalian 
3. Bagi wali nikah, syarat-syaratnya yaitu : 
a. Laki-laki 
b. Dewasa 
c. Mempunyai hak perwalian 
d. Tidak terdapat halangan perwalian 
4. Bagi saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu : 
a. Minimal 2 (dua) orang laki-laki 
b. Hadir dalam ijab qobul 
c. Dapat mengerti maksud akad 
d. Islam 
e. Dewasa 
5. Bagi ijab qobul, syarat-syaratnya yaitu : 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. 
c. Antara ijab dan qobul bersambung. 
d. Orang yang berkaitan dengan ijab dan qobul tidak sedang 
ihram haji/umroh. 
e. Majelis qobul harus dihadiri minimal 4 orang. 
C. Hukum Perkawinan 
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Pada dasarnya, golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa 
menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan 
bahwa menikah itu wajib, para ulama Maliki Muta’akhirin berpendapat 
bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian 
lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan 
kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya. 
Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi 
sebagian orang dan sunah untuk sebagian yang lain serta mubah bagi 
sebagian yang lain, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu 
bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. 
Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut: 
1. Wajib 
Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya 
telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. 
Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang 
terbaik adalah dengan menikah. 
2. Sunah 
Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi 
mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah 
baginya adalah sunah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam 
diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti 
nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. 
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3. Haram 
Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu 
memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada 
istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan 
bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum 
menikah adalah haram. Bagi perempuan bila ia sadar tidak mampu 
untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal yang menyebabkan  
dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya maka wajiblah ia 
menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya (Sabiq, 1980: 25). 
4. Makruh 
Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah 
syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun 
tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan 
syahwat yang kuat. Yang bertambah makruh hukumnya jika karena 
lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau 
menuntut suatu ilmu. 
5. Mubah 
Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang tidak 
mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia 
harus nikah, maka hukumnya mubah 
D. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 
petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, 
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sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban 
anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batinnya, 
sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota 
keluarga. 
Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang 
perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh 
Allah untuk mengabdikan dirinya pada sang Kholiq penciptanya dengan 
segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain 
keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti 
tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan 
perkawinan. Yang menjadi tujuan orang melangsuungkan pernikahan yaitu 
memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama (Ghozali, 2010: 22-
23).  
E. Hikmah Perkawinan 
Ada beberapa hikmah pernikahan yang disyariatkan atas umat 
Islam, antara lain : 
1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan 
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah 
tangganya teratur. 
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi 
memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat 
dengan berbagai macam pekerjaan. 
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4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang 
dikasihi. 
5. Manusia diciptakan dengan rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga 
kehormatan dan kemuliaannya. 
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. 
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. 
8. Manusia itu jika meninggal dunia terputuslah seluruh amal 
perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kehormatannya. 
Anak yang shaleh merupakan amal yang tetap yang masih tertinggal 
meskipun dia telah meninggal dunia (Ghozali, 2010: 65-68). 
F. Pengertian Wali 
Kata wali dapat diartikan mengurus, menolong, mencintai dan 
memiliki. Jadi dalam hal ini pengertian wali pada hakekatnya adalah orang 
yang mengurus, menolong, mempunyai rasa cinta, dan rasa memiliki 
terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya. Perngertian wali 
secara umum dapat diartikan seseorang yang bertindak atas nama 
mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh 
dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu 
sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan 
kepada Pegawai Petugas Pencatat Nikah (P3N) atau orang lain yang 
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menurut Pegawai Petugas Pencatat Nikah (P3N) dianggap memenuhi 
syarat (Ramulyo,2004: 222).  
Keberadaan  seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan 
tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali (Syarifuddin, 2003: 
90). Kita sudah mengenal bahwa perwalian itu ada 2 (dua) macam, 
pertama perwalian atas diri seseorang. Kedua, perwalian atas harta benda 
(Az-Zuhaili, 2007: 82). 
Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oeh : 
1. Kepemilikan atas barang atau orang seperti perwalian atas 
budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki. 
2. Hubungan kerabat atau keturunan seperti halnya perwalian 
seseorang atas salah seorang kerabat atau anak-anaknya. 
3. Karena kemerdekaan budak, misalnya perwalian seseorang atas 
budak-budak yang telah dimerdekakannya. 
4. Karena pengangkatan, misalnya seperti perwalian kepala 
negara dengan rakyatnya atau perwalian serang pemimpin atas 
orang-orang yang dipimpinnya. 
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pasal 
1 huruf (h) wali adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang 
untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagi wakil untuk kepentingan 
dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua kedua orang 
tua masih hidup akan tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 
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Dalam suatu perwalian  wali dilakukan oleh betul-betul orang yang 
mampu mempertimbangkan kemaslahatan bagi perempuan yang berada 
dibawah perwaliannya, sebab disyari’atkan wali dalam perkawinan 
mempunyai beberapa tujuan : 
1. Perwalian bertujuan untuk mempertimbangkan nasib masa 
depan bagi seorang perempuan, karena itu dalam perwaliannya 
bapak/ayah didahulukan dari lain-lainnya sebab seorang 
bapak/ayah lebih sangat memperhatikan terhadap nasib anak 
perempuannya. 
2. Perwalian ditetapkan supaya akad nikah tidak dilaksanakan 
oleh perempuan itu sendiri. 
3. Perwalian  dalam perkawinan ditetapkan untuk melindungi 
jangan sampai terjadi rusaknya keturunan, karena itu seorang 
wali harus betul-betul memperhatikan atau mempertimbangkan 
kepada siapa anaknya akan dinikahkan. 
4. Perwalian dalam setiap perkawinan adalah untuk melindungi 
kaum perempuan agar tidak terjerumus dalam suatu 
perkawinan dengan suami yang tidak bertanggungjawab. 
G. Macam-macam Wali  
Wali nikah ada 4 (empat) macam, yaitu : 
1. Wali Nasab 
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab 
dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali 
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yang menjadi rukun nikah adalah wali nasab, yaitu wali yang 
mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai 
perempuan. 
Wali nasab di bagi menjadi 2 (dua), yaitu : 
a. Wali aqrab (dekat) 
b. Wali ab’ad (jauh). 
Dalam urutan diatas yang termasuk wali aqrob adalah (a), 
sedangkan (b) menjadi wali ab’ad. Jika (a) tidak ada, maka (b) 
menjadi wali aqrab. Adapun pepindahan wali aqrab kepada 
wali ab’ad adalah sebagai berikut : 
a. Apabila wali aqrabnya non muslim 
b. Apabila wali aqrabnya fasik 
c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa 
d. Apabila wali aqrabnya gila 
e. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli. 
2. Wali Hakim 
Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Wali nasab 
jika dalam keadaan luar biasa dapat digantikan oleh wali hakim 
yaitu Pegawai Petugas Pencatat Nikah (P3N) jika wali nasab 
tersebut tidak ada atau tidak ditemukan. Demikian pula jika 
wali nasab tidak mau atau tidak bersedia menikahkan calon 
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mempelai perempuan maka wali hakimlah yang bertindak 
untuk menikahkannya (Saleh, 2008: 300). 
Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad 
nikah jika  dalam kondisi-kondisi sebagai berikut : 
a. Tidak ada wali nasab 
b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad 
c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang 
lebih 92,5 km atau 2 hari perjalanan 
d. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui 
e. Wali aqrabnya adlal 
f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit) 
g. Wali aqrabnya sedang ihram 
h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah 
i. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali 
mujbir tidak ada. 
3. Wali Tahkim 
Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan 
atau calon istri. 
Wali tahkim terjadi apabila : 
a. Wali nasab tidak ada 
b. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, 
serta tidak ada wakilnya di situ 
c. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah. 
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4. Wali Maula 
Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya 
majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan 
yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela 
menerimanya. Maksud wanita disini adalah hamba sahaya yang 
berada di bawah kekuasaannya (Tihami & Sahroni, 2014: 95-
99). 
H. Syarat dan Kedudukan Wali 
1. Syarat wali 
Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang 
menerima wasiat untuk menjadi wali di persyaratkan harus baligh, 
mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang 
mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. 
Adapun syarat-syarat menjadi wali antara lain : 
a. Orang mukallaf/baligh, karena orang mukallaf/baligh adalah 
oang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya. 
b. Muslim apabila yang kawin itu orang muslim maka, 
disyaratkan walinya juga seorang muslim. Hal ini seperti dalam 
firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 28 : “Jangan orang-
orang mukmin yang mengangkat orang kafir sebagai wali-wali 
(mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin” 
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c. Berakal sehat, hanya orang yang berakal sehat yang dapat 
dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
d. Laki-laki, hal ini disebabkan karena laki-laki secara kodrat 
lebih kuat daripada perempuan sehingga laki-laki dapat 
menjadi wali bagi seorang perempuan yang secara kodrati lebih 
lemah. 
e. Adil, maksudnya tidak bermaksiyat, tidak fasik, ia orang baik-
baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat 
yang mungkar (Daradjat,1995: 82) 
Orang-orang yang menjadi wali karena tidak ada nash yang 
menerangkan urutan wali dengan jelas, maka para ulama/ahli berbeda 
pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan dasar-
dasar mereka yang dipergunakan, akan tetapi kebanyakan ulama 
berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah : 
1) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki. 
2) Saudara laki-laki kandung dan seayah. 
3) Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah 
4) Paman sekandung atau seayah 
5) Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah. 
6) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan 
Adapun di negara Indonesia tata tertib wali menganut madzhab 
Imam Syafi’i yaitu 
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1) Ayah.  
2) Kakek dan seterusnya ke atas garis laki-laki. 
3) Saudara laki-laki kandung. 
4) Saudara laki-laki seayah. 
5) Kemenakan laki-laki kandung. 
6) Kemenakan laki-laki seayah. 
7) Paman kandung. 
8) Paman seayah. 
9) Saudara sepupu laki-laki kandung. 
10) Saudara laki-laki seayah. 
11) Sultan dan hakim. 
12) Orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan.  
2. Kedudukan wali 
Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti 
dan tidak sah jika akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.  
Dalam akad perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang 
bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula orang yang 
diminta persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut.  
Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 221 menyebutkan : 
 َو  مُك تَبَج عَأ  وَلَو ٍةَِكر  شُّم نِّم ُُ ُر  يَخ  ةَنِم ؤُّم  ةَمَلَْو َّنِم ؤ ُي َّتََّح ِتاَِكر  شُم لا اوُحِك ن َت َلا 
   مُكَبَج عَأ  وَلَو ٍِكر  شُّم نِّم ُُ ُر  يَخ  نِم ؤُّم  د بَعَلَو اوُنِم ؤ ُي َّتََّح َيِِكر  شُم لا اوُحِكُنت َلاَو 
  َلِإ َنوُع  دَي َكِئَلا ُوأ ِ اَّنِلل ِِهتَاياَء ُ ِّي َب ُيَو ِِهن ْ ِِِب َِِرِف غَم لاَو ِةََّن  ْ ا َلِإ اوُع  دَي ُلهاَو ِِ اَّنلا  
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  َنوُرََّكذَت َي  مُهَّلَعَل 
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 
janganlah kamu menikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik 
(dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. 
Sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang mukmin lebih baik 
dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka 
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 
ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya 
(perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil 
pelajaran.” (QS. Al-Baqarah : 221). 
I. Wali Mujbir dan Wali Adlal 
Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti gila, perempuan 
yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan 
yang masih gadis, perwaliannya boleh di lakukan wali mujbir atas dirinya 
(Saebani, 2009: 252). 
Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan 
perempuannya yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa 
menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi yang 
diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah 
perwaliannya. 
Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan 
kepentingan orang yang diwakilkan. Sebab, orang tersebut kehilangan 
kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun 
untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan 
akalnya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Wali 
mujbir dikhususkan untuk menikahkan pengantin anak-anak, dewasa tapi 
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kurang akalnya dan perempuan dewasa tapi masih perawan, wali bisa 
menikahkan tanpa izin darinya. 
Adapun yang dimaksud  ijbar (mujbir) adalah hak seseorang (ayah 
keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang 
bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat- syarat tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, 
menjadi walinya (calon pengantin perempuan) 
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi 
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad. 
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbar gugur. 
Sebenarnya, ijbar bukan harus dikatakan paksaan, tetapi lebih cocok bila 
diartikan pengarahan. 
Wali yang tidak mujbir adalah 
1. Wali selain ayah 
2. Perwaliannya terhadap perempuan-perempuan yang sudah baligh, dan 
mendapat persetujuan dari yang bersangkutan  
3. Bila calon pengantin perempuannya janda, ijinnya harus jelas baik 
secara lisan maupun tulisan. 
4. Bila calon pengantin perempuannya masih gadis, cukup dengan diam. 
Permasalahan ijbar nikah ini memang tidak bisa dilepaskan dengan 
tujuan kemaslahatan, diterapkannya persoalan ijbar karena adanya bukti-
bukti positif bagi yang dipaksa, hilangnya kemampuan atau kurangnya itu 
46 
 
tentu melihat kemaslahatan bagi dirinya dan hal itu tidaklah merupakan 
kenangan bersifat aqal dimana akal tidak mampu untuk berfikir tentang 
kemaslahatan itu. Apalagi hak ijbar ini juga pada dasarnya sangat 
berhubungan dengan persoalan kufu’ (kesetaraan) diantara kedua pasangan 
(Huda, 2009: 35). 
Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh 
yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang kufu’, maka dinamakan 
wali adlal. Apabila terjadi seperti itu, maka perwaliannya langsung pindah 
kepada wali hakim. Bukan kepada wali ab’ad, karena adlal  adalah zalim, 
sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan 
tetapi, jika adlalnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka 
perwaliannya pindah ke wali ab’ad. 
Lain halnya kalau adlalnya karena sebab nyata yang dibenarkan 
syara’, maka tidak disebut adlal, seperti perempuan menikah dengan laki-
laki yang tidak kufu’, atau menikah maharnya dibawah mitsli, atau 
perempuan dipinang oleh laki-laki lain yang lebih pantas (kufu’) dan 
peminang pertama (Tihami & Sahroni, 2014: 101-102). 
